PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 38 TAHUN 1960 ( 38/ 1960)
TENTANG
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUSA TANAH UNTWK
TANAVAN- TANAVAN TERTENTU

Presi den Republik | ndonesia,

Meni nbang:

a. bahwa dal am rangka usaha Peneri ntah untuk nengatur penggunaan
tanah secara effisien sebagai yang dimaksud dal am pasal 14
Undang- undang No. 5 tahun 1960 (Lenbaran-Negara 1960 No. 104)
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan khususnya
untuk nel aksanakan program akan nenenuhi  sandang- pangan
rakyat, perlu di adakan peraturan yang nenberi wewenang, kepada
Penerintah untuk nengatur penakai an tanah pertani an sedem kan
rupa, hingga terdapat inbangan yang bai k antara |uas tanaman-
tanaman yang penting bagi rakyat dan Negar a;

b. bahwa peraturan tersebut perlu, segera diadakan berhubung
dengan adanya gej al a- gej al a dal am waktu yang akhir-akhir ini,
bahwa tananman-tanaman yang penting bagi rakyat dan Negara
t er desak ol eh jenis-jenis t anaman | ai nnya, sehi ngga
nmenbahayakan produksi tanaman-tananman yang panting tersebut;

C. bahwa karena keadaan nenaksa, soal tersebut diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat

1. pasal 33 dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. Pasal 14, 24 dan 53 Undang-undang No. 5 tahun 1960 (Lenbaran-
Negara 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agrari a;

3. Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun
1960:

Mendengar :

Musyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 21 Septenber 1960;

Menmut uskan :

Menet apkan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- undang tentang penggunaan dan
penet apan | uas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu.

(1)

(2)

(3)

Pasal 1.

Aeh Menteri Agraria, setelah nendengar Menteri Pertanian
serta Menteri Dalam Negeri dan G onom Daerah dapat ditetapkan
maksi rum luas tanah yang boleh ditanami dengan dan/atau
m ni mum |uas tanah yang harus disediakan untuk suatu jenis
tanaman tertentu.

Penet apan maksi num dan/atau m ni nrum | uas tanah tersebut pada
ayat (1) pasal ini didasarkan atas wlayah kerja sesuatu
per usahaan dan/ atau daerah tertentu.

Ber hubung dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

maka dengan tidak nengurangi kenmungki nan di sel enggarakannya
bent uk- bent uk pengusahaan tanah | ainnya, nengenai tanah-tanah
yang di usahakan atas dasar perjanjian sewa-nmenyewa ol eh
Menteri Agraria setelah nendengar Menteri Pertanian, akan
di t et apkan jum ah sewa tanah yang | ayak bagi tanaman-tananman
unt uk mana harus di sedi akan | uas m ni rumtanah yang tertentu.

Pasal 2.

At as dasar penetapan dari Menteri Agraria tersebut pada pasal
1 ditetapkan lebih lanjut ol eh Kepala Daerah tingkat 11 yang
ber sangkut an, dal am desa-desa nana dan berapa | uasnya tanah
untuk tiap-tiap desa tersebut yang boleh ditanam dengan
dan/ at au harus di sedi akan untuk tanaman tertentu itu.

Dengan nengi ngat penet apan Kepal a Daerah tingkat |1 tersebut
pada ayat (1) pasal ini, letak dan luasnya tanah ditiap-tiap
desa yang bersangkutan ditetapkan |ebih |anjut oleh suatu
Panitya yang terdiri dari Kepala Desa dan 2 orang wakil tani
yang ditunjuk oleh Camat (Asisten Wdana) - selanjutnya
di sebut Panitya Desa - dengan nendengar fihak-fihak yang
ber sangkut an.

Letak dan luas tanah ditiap-tiap desa yang harus disedi akan
unt uk tananman-tanaman tertentu sebagai yang di maksud ayat (2)
pasal ini, sedapat nungki n di etapkan secara bergiliran, dengan
menper hat i kan kepent i ngan per usahaan dan r akyat yang
ber sangkut an serta kel angsungan kesuburan tanahnya.

pasal ini setelah nendengar pejabat-pejabat D nas Pertani an
Rakyat, Dinas Pengairan, Kantor Agraria Daerah, Perwakil an
Jawat an Per kebunan, wakil P.P.N. Baru setenpat serta waki

organi sasi -organi sasi tani dan instansi-instansi lain yang
di pandang perl u.
Penet apan Kepala Daerah tingkat |1 tersebut pada ayat (1)

pasal ini nmenerlukan pengesahan |ebih dahulu dari Qubernur
Kepala Daerah dengan ket entuan, bahwa  Qubernur  dapat
nmenyer ahkan wewenang tersebut kepada Residen yang wlayah
kekuasaannya neliputi Daerah yang bersangkutan. Penetapan
Panitya Desa tersebut pada ayat (2) pasal ini nenerlukan
pengesahan |ebih dahulu dari Camat (Asisten Wdana) yang
ber sangkut an.

Pasal 3.
Bar ang- si apa nel anggar atau tidak nenenuhi penetapan Panitya
Desa.tersebut pada ayat (2) pasal 2, dapat dipidana dengan
hukuman kurungan selanma-lanmanya 1 (satu) bulan atau hukuman
denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

(2) b pi dana dengan hukuman yang sanma tiap orang yang nenghasut

unt uk nel akukan perbuatan pidana tersebut pada ayat (1)pasa
ini.

(3) Perbuatan pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adal ah

pel anggar an.
Pasal 4.

(1) Ji ka perbuatan pidana tersebut pada pasal 3 dil akukan ol eh atau

atas nama suatu badan hukum perseroan atau perserikatan |ain-



[ ai nnya maka tuntutan pidana ditujukan terhadap nereka yang
nmenberi kan perintah untuk nel akukan perbuatan itu atau yang
berti ndak sebagai pinpinan dal am perbuatan tersebut ataupun
t er hadap kedua- duanya.

(2) Suat u perbuat an pidana antara | ain dilakukan juga ol eh atau atas
nama suatu badan hukum perseroan atau perserikatan | ainnya
jika perbuatan itu dilakukan oleh seorang vyang, baik
ber dasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan |ain
bertindak dalam |ingkungan badan hukum  perseroan atau
per seri katan itu.

Pasal 5.

Untuk nenjaga keseinbangan antara perkenbangan perusahaan-
perusahaan besar yang berusaha dalam |apangan pertanian dan
per ekonom an rakyat di daerah w layah kerjanya, pula dem kel ancaran
jalannya perusahaan, maka Menteri Agraria dapat nengadakan
ket ent uan- ket ent uan agar perusahaan turut serta dal am usaha-usaha
di bi dang kesej ahteraan - daerah yang ber sangkut an.

Pasal 6.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Cktober 1960.
Pej abat Presiden Republik Indonesia,

DJ UANDA

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Cktober 1960.
A un Sekretaris Negara,

SANTCSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
No. 38 TAHUN 1960
t ent ang
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTWK
TANANVAN- TANAMAN TERTENTU

UMUM



1. Dal am rangka usaha nengatur penggunaan tanah secara effisien
sebagai yang di naksud dal am pasal 14 Undang-undang No. 5 tahun
1960 (Lenbaran-Negara 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar
Pokok- pokok Agraria dan khususnya untuk nel aksanakan program
Pemeri ntah akan nencukupi "sandang-pangan” rakyat, nmaka antara
lain-lain perlu diadakan perencanaan ("planning") dal am
permakai an tanah-tanah pertani an. Dengan adanya planni ng nmaka
dapat | ah di capai inbangan yang bai k dari pada luas jenis-jenis
tanaman yang penting bagi rakyat dan Negara. Bahkan adanya
pl anning itu merupakan suatu keharusan dari pada pel aksanaan
ekonom terpinpin. Tanpa adanya planning naka penakai an
tanah-tanah pertanian terutama hanya hanya akan berpedonan
pada kepentingan nereka yang bersangkutan saja serta pada
keuntungan insidentil yang mereka harapkan dari jenis-jenis
t anaman yang tertentu.

Dengan dem ki an maka ti dakl ah akan ada jam nan bahwa
t anaman-t ananan yang nenpunyai arti yang penting bagi rakyat
banyak dan Negara tidak akan terdesak ol eh tananan-tanaman
yang |ebi h menberi kan keuntungan finansiil bagi fihak yang
nmenguasai tanah. Dengan dem ki an nmaka tidak ada jam nan bahwa
kepentingan umum dan Negara akan nendapat per hati an
sebagai mana nesti nya.

Kiranya penakaian tanah yang disertai planning itu akan dapat
menghanbat dan nerintangi pel aksanaan program Pene- rintah
tersebut diatas. Oeh karena itu naka perlu di adakan rencana
penanaman yang teratur, suatu planning bagi tanah pertanian
yang tersedia pada waktu ini. Dalam planning tersebut untuk
jenis-jenis tanaman yang penting, baik tanaman bahan nakanan,
maupun tanaman perdagangan diberikan jatah tanah nenurut
keperluan rakyat dan Negara dalam rangka overall-planning
penbangunan Pereri nt ah.

2. Bahwa terdesaknya tanaman-tanaman yang penting sebagai yang
di kenukakan di atas bukan hanya nerupakan kenungki nan saj a,
tetapi kini telah nerupakan kenyataan pula ternyata dari
contoh dibawah ini, yaitu nmengenai tananman tebu pabri k. Pada
waktu yang akhir-akhir ini ada gejala-gejala bahwa tanaman
tebu pabrik terdesak ol eh tanaman tenbakau virginia, yang kini
nmenpunyai pasaran dal am negeri yang bai k. Berhubung dengan itu
maka di banyak daerah pabrik-pabrik gula sukar sekali untuk
dapat nenyewa tanah yang diperlukan. Q eh karena penananman
tebu pabrik itu terikat pada |etaknya pabrik yang
ber sangkut an, maka pabrik seringkali terpaksa nenyewa
tanah-tanah yang kurang baik dan tanah-tanah yang |etaknya
terpencar satu dengan yang lain. Hal yang demkian terang
ber pengaruh yang tidak baik terhadap produksi gula dalam
kesel ur uhannya. Mengi ngat akan pentingnya arti produksi gula
itu bagi rakyat dan Negara, nmaka perlu segera diadakan
ti ndakan-ti ndakan untuk nmencegah nerosotnya produksi tersebut,
antara lain dengan nengusahakan supaya pabrik-pabrik yang
ber sangkutan dapat nenyewa tanah-tanah didaerah kerjanya
sel uas yang di perl ukan.

3. Berhubung dengan apa yang diurai kan diatas, nmaka perlu ada- nya
peraturan yang nmenberi wewenang kepada Penerintah untuk
nmenet apkan pl anning yang dinmaksud itu. deh karena keadaan



nmemaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang- undang.

4. Dal am Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini diberikan
kekuasaan kepada Menteri Agraria, setelah nendengar Menteri
Pertani an dan Menteri Dalam Negeri dan G onom Daerah, untuk
nmenet apkan mninmum luas tanah yang harus disediakan untuk
jenis-jenis tanaman yang tertentu, yaitu jenis-jenis tanaman
penting (msalnya tanaman tebu, padi, dan lain-lain) yang
perlu diberi "perlindungan" terhadap desakan dari lain-lain
j eni s tanaman.

Pul a Menteri Agraria setelah nendengar kedua Menteri tersebut dapat
nmenet apkan batas naksimum luas tanah yang boleh ditanam
dengan jenis-jenis tanaman yang tertentu, yaitu jenis-jenis
tanaman (m salnya tenbakau virginia) yang dikhwatirkan akan
nmendesak tanaman-tanaman lain yang |ebih penting atau yang
penanamannya terbatas pada daerah-daerah atau jenis-jenis
tanah yang tertentu.

Penet apan Menteri Agraria itu didasarkan atas w |l ayah kerja sesuatu
per usahaan (m salnya rayon kerja sesuatu pabrik gula) ataupun
atas wi |l ayah sesuatu daerah, m sal nya Daerah Swatantra tingkat
Il (pasal 1 ayat (1) dan pasal 2).

Kemudi an ol eh Kepal a Daerah tingkat Il yang bersangkutan ditetapkan
penbagi an nmaksi mum dan/tau m ni num | uas tanah untuk desa-desa
di dal am wi | ayahnya (pasal 2 ayat (1)]. Adapun tanah-tanah nmana
yang harus disedi akan untuk dan/atau boleh ditanam dengan
tanaman-tananman yang tertentu itu ditetapkan oleh Panitia
Desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan 2 orang wakil tani
yang di tunj uk ol eh Camat (Asisten Wedana) [pasal 2 ayat (2)].

PASAL DEM PASAL
Pasal 1.

Ayat 1. Penetapan Menteri Agraria tentang nmaksi num | uas tanah
yang bol eh di tanam dengan dan/atau m ni mum | uas tanah yang harus
di sedi akan untuk sesuatu jenis tanaman yang tertentu itu tidak
perlu neliputi seluruh daerah Negara, tetapi dapat juga hanya
nmengenai daerah-daerah tertentu saja yang di pandangnya perl u unt uk
di adakan penet apan tersebut.

Ayat 3. Terdesaknya tanaman tertentu oleh tananan lain
seringkal i di sebabkan karena besarnya perbedaan antara hasil yang
di perol eh dari kedua nacam tanaman itu. M salnya nengenai tebu
pabri k dan tenbakau virgi nia dal am contoh di atas yang nmenj adi sebab
i al ah karena dasarnya perbedaan antara junl ah sewa tanah untuk tebu
dan hasil yang diperoleh dari tanaman atau persewaan tanah untuk
t enbakau. Berhubung dengan itu maka m sal nya penetapan |uas tanah
yang harus disedi akan untuk tanaman tebu pabrik dan [uas mninmun
tanah yang bol eh ditanam tenbakau virginia yang di mungki nkan ol eh
pasal 1 ayat (1), perlu dibarengi pula dengan penetapan jum ah sewa
tanah untuk tebu pabrik yang di anggap | ayak.

Untuk itu nmaka di adakan ketentuan dal am pasal 1 ayat (3) ini.

Selain itu sudah barang tentu oleh Penerintah dapat dianbil
pul a tindakan-tindakan |ainnya untuk nenginbangi Kkerugian yang
mungki n diderita ol eh rakyat yang bersangkut an.



Yang di maksud dengan "bent uk- bent uk pengusahaan tanah | ai nnya"
i alah msalnya jika tanah yang ber sangkut an di usahakan sendiri ol eh
yang enpunya atau diusahakan dengan cara nengadakan perjanjian
bagi-hasil. Untuk bentuk pengusahaan yang terakhir ini sudah ada
ket ent uan- ket ent uannya yang di atur dal am Undang-undang No. 2 tahun
1960 (Lenbaran-Negara 1960 No. 2) tentang "Perjanjian bagi-hasil".

Pasal 2.
Ayat 2. "Wakil -wakil tani" yang di maksud dal am ayat (2) ini
bi sa pem ik t anah, t et api mungki n j uga waki | - waki |

organi sasi -organi sasi tani didesa yang bersangkutan, hal nmana
tergantung pada keadaan didesa itu dan terserah pada kebijaksanaan
Camat ( Asi sten Wedana)"

Ayat 3. Agar supaya kewajiban untuk nenyedi akan tanah unt uk
t anaman-t ananman yang tertentu tidak terus-nenerus di bebankan kepada
orang-orang yang tertentu saja, hingga mnungkin merugi kan mnereka
yang yang bersangkutan, naka ditetapkan dal am pasal ayat (3) ini
suatu ketentuan, agar hal itu diatur secara bergiliran, dengan
nmenper hati kan pul a kepentingan perusahaan yang bersangkutan dal am
hubungannya dengan |etak dan nacammya tanah yang diperlukan serta
kel angsungan kesubur an- t anahnya.

Ayat 4. Yang di maksud dengan "instansi-instansi lain" itu
m sal nya Kantor Wusan Perusahaan-perusahaan yang berada dal am
pengusahaannya.

Ayat 5. D daer ah- daer ah di mana ada Resi den (Kepal a
Keresi denan atau Residen Koordinator) sebaiknya wewenang i ni
di ser ahkan kepadanya.

Pasal 3 dan 4.

Agar supaya planning yang sudah ditetapkan itu dilaksanakan
sebagai mana nmestinya maka Per at ur an Peneri nt ah Penggant i
Undang- undang ini nemuat pula sanksi pidana dal am pasal 3 dan 4
ini.

Pasal 5.

Pasal ini  nenberi wewenang kepada Menteri Agraria untuk
nmengi kut - sert akan sesuatu perusahaan dalam usaha-usaha di bi dang
kesej ahteraan daerah wilayah kerjanya, msalnya dalam penbuatan
bangunan- bangunan pengai r an, r umah- r umah sekol ah dan lain
sebagai nya. Perusahaan itu dapat nenyel enggarakan sendiri usaha-
usaha itu atau bersanma dengan instansi-instansi |ain.

Adapun nmaksud dari pada nengi kut - sertakannya perusahaan dal am
usaha- usaha kesej aht er aan daer ah itu i al ah agar terjaga
kesei nbangan ant ara per kenbangan perusahaan dan perekonom an rakyat
didaerah itu serta dem kel ancaran jal annya perusahaan itu sendiri,
m sal nya di dal am hal nendapat kan tanah-tanah yang di perl| ukan unt uk
t anamannya

Menteri Agraria dapat nenggunakan wewenangnya tersebut dengan
nmengi ngat keadaan daerah dan perusahaan yang bersangkut an



CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1960/ 120; TLN NO 2058



